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MOTTO 
                             
         
 
 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah: 2) 
 
 
 
                    
 
 
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat 
kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzaryat: 49) 
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ABSTRAK 
 
Ravika Sulistyaningrum, NIM: 132121060, “PENETAPAN HAKIM PENGADILAN 
AGAMA SUKOHARJO DALAM PERKARA PERMOHONAN 
PENGANGKATAN ANAK (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor 
47/Pdt.P/2016/Pa.Skh) 
 
Pengangkatan anak merupakan upaya yang dilakukan setiap manusia untuk 
mendapatkan anak atau keturunan, untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak 
harus melalui lembaga pengadilan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 
2006 perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, 
bahwa pengadilan agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili 
permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak No. 54 Tahun 2007.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan hakim mengabulkan 
permohonan pelaksanaan pengangkatan anak nomor 47/Pdt.P/2016/Pa.Skh dan apa 
alasan hakim mengabaikan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
anak dalam pertimbangan hukumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan hukum yuridis dan juga penelitian hukum kepustakaan (literar). 
Sedangkan jenis penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan dua sumber 
yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dilakukan dalam teknik 
pengumpulan data dengan studi lapangan dengan mencari data melalui wawancara, 
dokumentasi dan dari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku fikih dan sumber-sumber 
tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian adalah: 1. Sesungguhnya tanpa penetapan tersebut para 
pihak (nenek kakek calon orang tua angkat) tetap berkewajiban untuk memberikan 
nafkah kepada cucnta, karena pada faktanya anak tersebut adalah hasil dari hamil di luar 
nikah dan tidak diketahui ayahnya. Ibu kandung si anak juga tidak mampu untuk 
membiayainya dan ibunya akan bekerja di luar negeri. 2. Peraturan Pemerintah tersebut 
mengatur tentang hukum Materiil hukum tentang kejadiaan yang riil yang ada pada 
pihak pemohon, selanjutnya bahwa pertimbangan lainnya dalam permohonan ini, hakim 
sudah mengkaji secara formalistik, Alasannya adalah hanya semata-mata untuk 
kepentingan anak, supaya mendapatkan perlindungan hukum, karena ayah kandung 
tidak ada, sehingga keputusan tersebut tetap tidak melanggar undang-undang. Hakim 
juga sudah menjelaskan saat persidangan. Mengingat bahwa Peraturan Pemerintah 
bersifat Reahlen (mengatur) tentang ketertiban pengangkatan anak. Sedangkan hakim 
mempunyai wewenang membuat hukum baru, dimana hakim mempunyai pertimbangan 
sendiri. Sehingga hakim memberikan keadilan kepada para pemohon tersebut. 
 
 
Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Penetapan Hakim 
ABSTRAK 
 
Ravika Sulistyaningrum, NIM: 132121060, “PENETAPAN HAKIM PENGADILAN 
AGAMA SUKOHARJO DALAM PERKARA PERMOHONAN 
PENGANGKATAN ANAK (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor 
47/Pdt.P/2016/Pa.Skh) 
 
The adoption of a child is an attempt by every human being to acquire a child or 
a descendant, in order to obtain the appointment of a child through a court of law. With 
the enactment of Law No. 3 of 2006 amending Law No. 7 of 1989 on religious courts, 
that religious courts are authorized to examine and adjudicate appeals for adoption 
under Islamic law, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, to stipulate the 
Government Regulation concerning the implementation of adoption of children. 54 of 
2007. 
The purpose of this study is to find out what reasons the judge granted the 
application for the appointment of the adoption of child number 47 / Pdt.P / 2016 / 
Pa.Skh and what the reason the judge ignored the Government Regulation on the 
Implementation of the Appointment of the Child in its legal considerations. This 
research type is qualitative research with juridical law approach and also literature law 
research (literar). While this type of research is secondary data by using two sources 
that is primary law material and secondary law material. Conducted in data collection 
techniques by field study by searching data through interviews, documentation and from 
written materials in the form of fiqh books and other written sources relevant to this 
research. 
Based on the results of research are: 1. Truly without the stipulation of the 
parties (grandparents prospective adoptive parents) is still obliged to give a living to 
cucnta, because in fact the child is the result of pregnant out of wedlock and unknown 
to his father. The child's mother is also unable to finance her and her mother will work 
abroad. 2. The Government Regulation stipulates the legal Material law concerning the 
real occurrence of the applicant, furthermore that other considerations in this petition, 
the judge has formally reviewed the case, the reason is solely for the interest of the 
child, in order to obtain legal protection, because no real father, so the decision still 
does not violate the law. The judge also explained during the trial. Given that the 
Government Regulation is Reahlen (regulating) on the order of adoption. While the 
judge has the authority to make a new law, where the judge has his own judgment. So 
the judge gives justice to the applicants. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia sampai saat ini belum ada Undang-undang yang secara khusus 
mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak dalam 
kehidupan sosial telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup 
ditengah-tengah masyarakat Indonesia.  
Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Pengangkatan Anak, 
beberapa aturan masalah pengangkatan anak telah ditetapkan antara lain oleh 
keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984.
1
 Ini menunjukkan bahwa sejak 
tahun 1984 proses ke arah lahirnya aturan yang khusus membahas pengangkatan 
anak telah berjalan. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan 
tentang praktik pengangkatan anak tersebut.
2
 
                                                     
1
Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan 
Pengangkatan Anak, Bagian I, Umum 
2
Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,” (Jakarta: 
Kencana, 2008), hlm 202 
Dalam praktiknya, sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan 
pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan 
sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah 
yang bersangkutan.
3
 Untuk membuat kepastian hukum bagi hakim dalam memutus 
perkara pengangkatan anak ini, perbedaan mengenai ketentuan dan akibat hukum, 
pemerintah bersama DPR telah menyetujui Undang-undang yang ada kaitannya 
dengan pengangkatan anak , yaitu:  
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama memiliki 
kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara 
permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas 
menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak 
hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan 
berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan 
bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. 
4
 
 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan kewenangan baru pada 
Pengadilan Agama berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan 
anak. Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20, yang 
                                                     
3
Ibid,  hlm. 201 
4
Djaja S. Meliala, “Pengangakatan Anak (Adopsi) di Indonesia,” (Bandung,: Tarsito, 1998), hal. 
3. 
menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili “Penetapan asal usul 
seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam”.5 
Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat” adalah anak 
yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali sah, 
atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan 
membesarkan anak tersebut, dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 
berdasarkan putusana atau penetapan pengadilan.
6
 Pengaturan pengangkatan anak 
diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41. 
Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut 
mengalami perubahan secara revolusioner. Hal-hal penting mengenai pengaturan 
pengangkatan anak tersebut sebagai berikut: 
a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi 
anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7
 
b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang 
diangkat dan orang tua kandungnya.
8
 
c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon 
anak angkat. Dalam hal ini asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak 
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
9
 
                                                     
5
 Undang-undang RI. Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49 huruf a dan penjelasannya. 
6Jean K. Matuankota, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat” Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 
Juli-september 2011, hal 73. 
7
Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
8
 Ibid, Pasal 39 Ayat (2)  
9
 Ibid, Pasal 39 Ayat (3) dan Ayat (5)  
d. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai 
upaya terakhir (ulimum remedium). 
10
 
e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal 
usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang 
bersangkutan. 
11
 
f. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengangkatan anak.
12
 
Kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak 
(anak angkat) dalam Undang-undang Perlindungan Anak pada Pasal 20 sampai 
dengan Pasal 26, disebutkan bahwa: negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan 
orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak.
13
 
Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui 
penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga Peradilan adalah untuk 
mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak 
menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Pengajuan 
permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri 
maupun Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam.
14
 
Di dalam Hukum Islam penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama 
tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua 
kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari 
orang tua kandungnya. Adanya putusan terhadap anak angkat dalam hukum Islam 
                                                     
10
 Pasal 39 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
11
Ibid, Pasal 40  
12
 Ibid, Pasal 41  
13
Andi Syamsu Alam & M. Fauzan,, “Hukum Pengangkatan Anak,” … , hlm 219. 
14
 Ibid, hlm 53. 
tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan 
hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya. 
Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan 
anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. dalam hal ini sudah dijelaskan di 
dalam ayat al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 4-5 yaitu: 
                               
                                    
                                 
                            
                  
Artinya: 
“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai 
ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 
(sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah 
mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah 
mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; 
Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 
mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab: 4-5)15 
Oleh karena itu, tidak bisa dianggap bahwa seolah-olah anak angkat itu sebagai 
anak yang baru lahir ditengah-tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala 
hak dan kewajiban seperti anak kandung. Demikian halnya, maka akta kelahiran 
anak angkat tersebut tidak gugur atau hapus dengan sendirinya setelah 
ditetapkannya Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama. Konsekuensi 
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logisnya tidak perlu adanya pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan 
hukum Islam oleh orang tua angkatnya ke Kantor Catatan Sipil.
16
 
Mengingat bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, maka 
dalam memutuskan suatu perkara, pengadilan tentunya memeriksa terlebih dahulu 
secara cermat dan teliti sebelum mengabulkan putusan. Dalam praktiknya 
pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut berkembang, baik di 
lingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Hal ini menjadi penting 
karena dalam proses pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan 
dengan tujuan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum. 
Negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 
ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan 
kepastian hukumnya, maka ditertibkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan 
perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah 
pengangkatan anak.
17
  
Pengadilan dan lingkungan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga 
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, 
selama ini telah menangani perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan 
oleh orang-orang Islam berdasarkan Hukum Islam.  
M. Budiarto menyebutkan bahwa menurut hukum Islam, pengangkatan anak 
hanya dapat dibenarkan atau tidak dilarang apabila memenuhi ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut : 
1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang 
tua kandungnya dan keluarganya. 
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2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, 
melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga 
orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. 
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara 
langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal. 
4. Orang tua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak 
angkatnya.
18
 
 
Di sini peran Pengadilan Agama selaku institusi negara yang berwenang 
menetapkan permohonan pengangkatan anak dituntut untuk bertanggung jawab 
dalam upaya menghindari dampak negatif dari permohonan pengangkatan anak, dan 
agar bisa menjamin terpeliharanya dan terlindungnya hak-hak dan kepentingan anak 
angkat yang bersangkutan. 
Pengadilan Agama Sukoharjo, sebagaimana Pengadilan Agama lainnya 
merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman. Perkara 
pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sukoharjo relatif kecil. Di tahun 2016 
saja, hanya ada 3 perkara tentang permohonan penetapan pengangkatan anak. Dari 
jumlah tersebut, peneliti mengambil satu penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Skh 
untuk data dalam penelitian, di karenakan dalam penetapan tersebut, Pemohon I dan 
Pemohon II masih memiliki hubungan keluarga dengan si anak yaitu kakek dan 
nenek nya calon anak angkat. Di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga 
memiliki 3 orang anak, serta dalam penetapan tersebut juga disebutkan kurangnya 
syarat-syarat sebagai calon orang tua angkat dari Pemohon I dan II. 
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Mengingat persoalan mengenai pengangkatan anak merupakan hal yang penting 
karena menyangkut aspek perlindungan anak yang juga berkaitan dengan 
perkembangan hukum keluarga serta hukum waris, maka penulis memandang perlu 
dilakukan studi mengenai hal ini.  
Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan studi secara mendalam agar diperoleh 
penjelasan lebih lanjut mengingat hukum mengenai pelaksanaan pengangkatan anak 
di Indonesia belum secara khusus diatur dalam Undang-undang. Oleh sebab itu, 
maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “ Penetapan Hakim Pengadilan 
Agama Sukoharjo dalam Perkara Permohonan Pengangkatan Anak” (Tinjauan 
Yuridis Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Skh). 
Dalam putusan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.SKH peneliti ingin meneliti alasan 
hakim mengabulkan perkara permohonan pengangkatan anak tersebut dan mengapa 
hakim mengabaikan pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia Nomor 110/Huk/2009. 
 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis melakukan penelitian ini 
dengan rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Mengapa hakim mengabulkan perkara permohonan pengangkatan anak pada 
penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Skh?  
2. Mengapa hakim mengabaikan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan 
pengangkatan anak dan pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 
Nomor 110/Huk/2009. dalam pertimbangan hukumnya? 
 
  
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo mengabulkan 
perkara permohonan Pengangkatan Anak pada penetapan Nomor 
47/Pdt.P/2016/PA.Skh. 
2. Untuk mengetahui alasan hakim mengabaikan Peraturan Pemerintah tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam pertimbangan hukumnya.  
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam menggali 
wawasan dan referensi keilmuan, khususnya dalam bidang  hukum Islam mengenai 
pandangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara permohonan 
pengangkatan anak. 
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk 
menunjang berkembangnya informasi dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam 
mengenai pandangan hakim pengadilan agama dalam menetapkan perkara 
permohonan pengangkatan anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 
memberi sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi yang ingin mengadakan 
penelitian selanjutnya. 
 
E. Kerangka Teori 
Perkembangan sejarah pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan  
perundang-undangan di Indonesia berjalan lambat. Realita masyarakat yang 
majemuk dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus 
tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk 
mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu.
19
 
Sedangkan dalam sejarah Hukum Islam dikenal istilah “tabanni” yang berasal 
dari bahasa Arab. Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Andi 
Syamsu Alam
20
 mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah pengambilan anak 
yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak 
itu dinasabkan kepada dirinya. Pengertian pengangkatan anak demikian jelas 
bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur me-nasab-kan seorang anak kepada 
orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.  
Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan anak 
bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, artinya kebiasaan mengangkat 
anak juga dilegitimasi dalam Hukum Islam di Indonesia. Perlu diingatkan bahwa 
Hukum Islam semula tidak mengenal anak angkat atau pengangkatan anak. Yang 
dikenal dalam Hukum Islam adalah anak asuh. Dengan demikian sekarang ini 
mengenai penetapan anak angkat atau pengangkatan anak ini juga menjadi 
kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. 
Dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, mengatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama 
dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Karena pengangkatan anak 
bersifat sepihak (volunter). 
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Dalam sejarah hukum Islam tentang pengangkatan anak, seorang budak bernama 
Zaid bin Haritsah diangkat anak oleh Rasulullah SAW, dan dianggap sebagai anak 
kandung sendiri. Para sahabat pun kemudian memanggil Zaid dengan nama Zaid bin 
Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, turunlah Surat 
al-Ahzab (33) ayat 4-5, yang intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat 
hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagaia anak 
kandung.
21
 
Hilman Hadikusuma sebagaimana yang dikutip Hamid Sarong menyatakan 
bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang 
tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikerenakan tujuan untuk 
melangsungkan keturununan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah 
tangga.
22
 
Jadi pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mempengaruhi kemahraman 
antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara kedua belah pihak 
tidak ada larangan saling mengawini, dan tetapi tidak boleh saling mewarisi. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode untuk menganalisi yaitu 
dengan “tinjauan yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian 
tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), 
pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
23
 
Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti 
menurut hukum atau dari segi hukum.
24
 Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti 
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mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau 
pendapat dari segi hukum. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang 
berguna memberi penjelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan sebagai 
khasanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Pada 
sub bab ini, telah ditemukan beberapa literatur atau kajian ilmiah yang dipandang 
relevan dengan fokus penelitian yang digunakan sebagai bahan acuan atau 
pertimbangan. Adapun beberapa kajian ilmiah tersebut antara lain yaitu: 
Hasil penelitian pertama dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Ranita Hayati 
mahasiswi Syari’ah IAIN Surakarta Tahun 2009 yang berjudul “Pengangkatan Anak 
dan Akibat Hukumnya Pasca Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)”. Skripsi ini fokus pembahasannya 
adalah Status Adopsi dan Akibat Hukumnya. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan metode induktif, peneliti menggunakan fakta-fakta yang terjadi di 
pengadilan agama dengan menggunakan hasil dari wawancara dengan 
menggunakan metode deduktif. 
Hasil dari penelitian ini adalah Kasus adopsi anak telah diselesaikan oleh 
Pengadilan Agama Kudus terebut, bahwa berlaku untuk mengadopsi anak yang 
sebagaimana orang tua tersebut seorang Muslim. Sedangkan hukum Islam sendiri, 
tidak mematahkan hubungan anak angkat dengan orang tua mereka, dangan kata 
lain, antara anak angkat yang di adopsi dan orang tua yang mengadopsi tidak 
mepermasalahkan hak waris dengan lainya.
25
 
Sama dengan penelitian sebelumnya yang mengulas tentang perkara 
pengangkatan anak atau adopsi yakni skripsi yang  berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus 
Tahun 2002)” karya Rohayati.26 Karya ini membahas akibat hukum praktik 
pengangkatan anak yang terjadi di Yayasan Sayap Ibu. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pengangkatan anak di Yayasan ini menimbulkan hubungan 
nasab dan hak waris bagi anak yang diangkat serta adanya perwalian dari pihak 
orang tua angkat terhadap anak angkatnya, sehingga pengangkatan anak yang terjadi 
di yayasan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Seperti 
yang telah dipaparkan di atas bahwa skripsi ini meneliti tentang akibat hukum yang 
ditimbulkan dari adanya pengangkatan anak yang terjadi di Yayasan Sayap Ibu, 
maka hal ini jelas berbeda dengan fokus penelitian yang ingin penulis lakukan yakni 
mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap perkara 
pengangkatan anak.  
Karya lain atas nama Benny Zuliansyah berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak Melalui Penetapan Hakim” (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor: 
01/Pdt.p/2014/PN. Bms)
27
. Skripsi ini fokus permasalahanya membahas tentang 
pelaksanaan pengangkatan anak dari pemohon yang beragama Islam di Pengadilan 
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 Benny Zuliansyah berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim” 
(Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor: 01/Pdt.p/2014/PN. Bms) mahasiswa Universitas Jenderal 
Soederman fakultas hukum Purwokerto, 2015. 
Negeri Banyumas Studi terhadap Nomor 01/Pdt.P/2014/PN. Bms. Dengan metode 
Clinical Legal Research.   
Dari beberapa penelitian di atas jika dibandingkan dengan penelitian yang 
peneliti lakukan adalah fokus permasalah yang dilakukan peneliti hanya pada 
persyaratan calon orang tua angkat anak yang tidak sesuai dengan persyaratan 
Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.  
 
G. Metode Penelitian  
Metode Penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan dalam 
rangka mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau 
menguji kebenaran suatu pengetahuan yang digunakan dengan metode-metode 
ilmiah.
28
 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan hukum yuridis dan juga penelitian hukum kepustakaan (literar), 
dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder belaka.  
2. Sumber Data 
Penelitian ini mengguankan jenis data sekunder dengan menggunakan dua 
sumber hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut 
Peter sumber data terdiri dari bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari 
perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan 
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putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, 
kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.
29
  
Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian 
yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi: 
putusan hakim Penetapan Perkara Pengangkatan Anak No: 
47/Pdt.P/2016/Pa.Skh. Sedangkan bahan hukum sekunder, meliputi: buku-buku, 
kamus hukum, jurnal, skripsi, hasil wawancara.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 
gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen tersebut dihimpun dan 
dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.
30
 
Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau 
data penelitian dengan melihat catatan atau arsip-arsip baik berupa softcopy 
maupun hardcopy. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen yang ada 
di Pengadilan Agama Sukoharjo berupa berkas penetapan tentang 
pengangkatan anak serta literatur yang berhubungan dengan bahan 
penelitian tersebut.  
b. Wawancara 
Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu 
yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 
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dan terwawancara (interviewee)
31
 merupakan salah satu bentuk teknik 
pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif 
kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilakukan secara lisan 
dalam pertemuan tatap muka secara individual dan juga dilakukan secara 
kelompok.
32
 
Dengan metode ini penulis berkomunikasi langsung dengan Hakim 
dan Pegawai Pengadilan Agama Sukoharjo. Teknik wawacara yang 
digunakan adalah yang didasari pada pertanyaan yang telah disusun lebih 
dahulu. 
 
c. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
33
 Jadi, analisis penelitian kualitatif 
dilakukan pada saat pengumpulan data yang mana jika data yang diperoleh saat 
penggalian data belum dirasa memuaskan maka akan melanjutkan penggalian 
data hingga data dianggap kredibel.  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data 
kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, dengan menggunakan kerangka 
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berfikir yaitu dengan pendekatan Tinjauan Yuridis, metode menganalisis data 
yang besifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus. Dengan 
proses ini data dianalisis apakah hasil putusan Pengadilan Agama Sukoharjo 
sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan atau belum. 
 
H. Sistematika Penulisan  
Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran penelitian. 
Secara keseluruhan, disusun dari masing-masing bab secara garis besar yaitu 
sebagai berikut: 
Adapun untuk bagian utama penelitian ini terdiri dari bab pertama yakni bagian 
pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua berisi tentang pengangkatan anak menurut aturan dalam Undang-
undang, dan pengangkatan anak dalam hukum Islam meliputi: pengertian 
pengangkatan anak, prosedur dan syarat pengangkatan anak, kewenangan 
Pengadilan Agama, sumber hukum pengangkatan anak dan akibat hukum 
pengangkatan anak.  
Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sukoharjo, letak 
geografis, tentang struktur organisasi, sejarah berdirinya Pengadilan Agama 
Sukoharjo. Dan prosedur penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama 
Sukoharjo dan data putusan perkara pengangkatan anak. 
Bab keempat memuat hasil dan pembahasan atau analisis data penelitian yang 
berkaitan dengan persoalan pokok yang dikaji, yakni melihat bagaimana pandangan 
hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap permohonan pengangkatan anak pada 
perkara nomor 47/Pdt.P/2016/PA.SKH.  
Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pokok 
permasalahan yang di teliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan 
kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan hazanah keilmuan 
baru dalam bidang hukum Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Perundang-undangan 
1. Pengertian Pengangkatan Anak  
Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak, dapat 
dibedakan dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi dan secara 
terminologi. Secara etimologi, adopsi berasal dari kata “adoptie” bahasa 
Belanda, atau “adopt” (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan 
anak, mengangkat anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus 
hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk dianggap sebagai anak 
kandungnya sendiri. Adopsi jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti anak 
angkat atau mengangkat anak.
34
 
Secara terminologi, para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang 
pengertian adopsi, antara lain Soerojo Wignjodipuro dalam bukunya “Pengantar 
dan Azas-azas Hukum Adat”, memberikan batasan-batasan sebagai berikut ;  
Pengangkatan anak (Adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak 
orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara 
orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu 
hubungan hukum yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan 
anak kandungnya sendiri.
35
 
 
Dalam kajian yuridis langkah awal yang harus kita ketahui adalah 
konsep yang pasti dalam kaitannya tentang anak angkat atau pengangkatan anak, 
tujuan dan asas pengangkatan anak, hak-hak dan kewajiban anak yang harus 
menjadi perhatian orang tua, kewajiban dan tanggung jawab terhadap masa 
depan anak, kedudukan, perwalian terhadap anak angkat, penyelenggaraan 
perlindungan dan ketentuan tidak pidana terhadap anak angkat. Hal ini dapat kita 
petik beberapa ketentuan di dalam hukum pengangkatan anak, melindungi 
kehidupan anak. Perlindungan terhadap anak angkat akan memiliki hukum yang 
untuk menjamin masa depan anak angkat agar lebih baik.  
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h, anak angkat adalah 
anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan 
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dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang 
tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 menjelaskan anak angkat adalah anak 
yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut 
ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah 
suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan 
kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas 
perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan 
keluarga orang tua angkat. 
Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, 
mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan adat kebiasaan. Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak 
angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, 
tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabatnya serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.  
Di samping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-
anak termasuk juga anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai 
kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak antara lain 
menghormati orang tua, wali dan masyarakat. 
Definisi anak angkat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak memberikan beberapa istilah tentang anak dan dari 
masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang 
berbeda-beda. Dalam Pasal 1 dapat ditemukan beberapa istilah yang dimaksud 
yaitu anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki 
keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Masing-masing istilah tersebut telah 
diberikan pengertiannya secara defenitif. Anak telantar adalah anak yang tidak 
terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 
Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/ 
atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara 
wajar. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai 
kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan / atau bakat istimewa.
36
 
Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan 
suatu keluarga, dalam hal suatu perkawinan suami istri tidak memperoleh 
keturunan. Hal ini merupakan suatu solusi bagi pasangan suami istri yang 
kebanyakan belum atau telah divonis dokter tidak mungkin mempunyai anak 
sebagai penerus perjuangan keluarga, yang diharapkan dapat mendoakan di kala 
orang tua angkat telah meninggal dunia.
37
 
Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari 
hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup 
dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi 
yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di 
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masing-masing daerah walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak 
tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. 
Hukum adalah keadilan (iustitia) atau memimpin ius/recht (dariregere), 
maka hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat 
sebagaimana yang dicita-citakan. Undang-Undang berasal dari kata lege/wet 
merupakan suatu nama yang digunakan untuk memenuhi tuntutan secara tertulis. 
Peraturan hukum adalah memberikan tata tertib dan menjamin adanya kepastian 
hukum di dalam masyarakat tetap dipelihara sebaik-baiknya dengan harapan 
setiap warga taat mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
38
 
Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat 
dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga karena menyangkut kepentingan 
perorangan dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak 
(adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat akan mengikuti 
perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta 
perkembangan masyarakat itu sendiri.  
Pengangkatan Anak Dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak mengenal satu ketentuan 
yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi), yang ada hanyalah 
pengaturan tentang pengakuan anak di luar kawin seperti yang diatur dalam 
buku I Bab 12 bagian ketiga BW, tepatnya pada pasal 280 sampai 289 yang 
subtansinya mengatur tentang pengangkatan terhadap anak-anak diluar kawin. 
39
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 2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak  
Pengangkatan anak atau adopsi di dalam ilmu hukum, dikenal sebagai 
suatu lembaga hukum, di mana dalam arti ini pengangkatan anak akibatnya 
bernilai yuridis. Pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum telah lama 
dikenal dalam berbagai kebudayaan kuno seperti di Yunani Kuno, Romawi 
Kuno, Jepang, Tingkok, Indonesia, dan negara Asia lainnya. Lembaga anak 
berfungsi sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan terutama dengan adanya 
sistem pengabdian kepada leluhur.
40
 
Komitmen pemimipin/pemerintah era Reformasi untuk memberikan 
perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini 
mengatur berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, 
pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, yang di dalamnya juga 
mengatur pengangkatan anak. 
Berkaitan dengan pemenuhan hak anak maka telah dibuat berbagai 
peraturan perundang-undangan penunjang yakni: Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang 
Pengadilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia (khusus pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang 
mengatur hak-hak anak). Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh 
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perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan 
yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung 
jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. 
41
 
Sebagai suatu lembaga hukum, maka dalam stelsel hukum yang 
bersumber dari BW tidak ada mengatur masalah pengangkatan ini secara 
khusus, kecuali hanya dapat dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 dan ketentuan 
ini pun hanya khusus berlaku bagi orang-orang yang termasuk golongan 
Tionghoa. Dari pasal 5 Staatsblad tersebut dapat diketahui, bahwa yang 
dimaksudkan adalah untuk memberi kesempatan kepada sepasang suami, 
istri/duda/janda yang tidak mempunyai anak laki-laki, untuk mengangkat 
seorang anak laki-laki yang dapat meneruskan garis keturunan. Sedang dalam 
BW yang terdapat hanya ketentuan pasal 39 BW yang mengatakan anak luar 
kawin yang diakui dan pasal 40 yang mengatur tentang anak luar kawin yang 
tidak diakui. 
Berkaitan dengan pengadilan yang berwenang yang pernah menjadi 
polemik dalam pengajuan RUU tentang Peradilan Anak, telah diatur menjadi 
kewenangan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, 
sebagaimana penjelasan Pasal 19 angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama.   
Mahkamah Agung memberikan pendapat bahwa permohonan 
pengesahan atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri 
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yang kemudian diputus tampak kian bertambah. Baik yang merupakan 
permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak yang menunjukkan adanya 
perubahan pergeseran dan variasi-variasi pada motivasinya.
42
  
Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat 
tentang pengangkatan anak semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk 
memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memeperoleh 
putusan pengadilan.
43
 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas 
pokok kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya antara lain permohonan 
pengesahan atau pengangkatan anak yang harus mengacu kepada hukum 
terapannya. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Mahkamah Agung 
sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui 
bahwa. Peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga 
Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi untuk 
pelaksanaannya. Namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan 
rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman 
tentang pengangkatan anak, antara lain :  
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 
huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan 
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berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat 
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang penetapan asal 
usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum 
Islam.  
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
d. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur 
masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata / BW yang 
ada, khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.  
e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 
tertanggal 7 April 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur 
hukum mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan 
pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.  
f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 
1979 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.  
g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku 
sejak tanggal 14 Juni 1984.  
h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pengangkatan Anak, berlaku mulai tanggal 8 Februari 2005.  
i. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Pasal 4 
sampai pasal 7 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak 
j. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak. Peraturan ini mengatur tentang berbagai upaya yang 
dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan 
kesejahteraan anak.  
 
Pengaturan pengangkatan anak dalam hukum tertulis, semisal undang-
undang dirasakan sangat mendesak, mengingat problematika pengangkatan anak 
amat rumit dan terus terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaturan 
pengangkatan anak dalam hukum tertulis yang memiliki kekuatan hukum kuat, 
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak 
angkat, mempertegas aturan hukum dan penyelesaian kasus yang terjadi dalam 
persoalan pengangkatan anak.
44
 
Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap dan dalam praktik peradilan telah diikuti oleh 
hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang 
sama secara berulang-ulang dalam waktu yang lama sampai sekarang.  
 
3. Prosedur dan Syarat Pengangkatan Anak 
1) Menurut Staatsblad 1972 Nomor 129  
Tatacara dan syarat Pengangkatan Anak, di atur pada Pasal 8 
sampai 10 Staatsblad 1917 Nomor 129, di mana pada pasal 8 menyebutkan 
empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu: 1). Persetujuan orang yang 
mengangkat anak, 2). Jika anak yang diangkat adalah anak sah dari orang 
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tuanya, maka diperlukan ijin orang tua anak kandung yang akan diangkat: 
jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi maka harus ada 
persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku pengasa 
wali, 3). Jika anak yang diangkat adalah lahir diluar perkawinan, maka 
diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, 
manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada 
persetujuan dari walinya serta balai harta peninggalan, 4). Jika anak yang 
akan diangkat sudah berusia 19 tahun, diperlukan pula persetujuan dari 
anak itu sendiri, 5). Manakala yang akan mengangkatan anak itu seorang 
perempuan janda, harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah 
dari almarhumah suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah 
yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka 
harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhumah 
suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat, 6). Menurut pasal 
10 Staatsdblad 1917 Nomor 129, pengangkatan anak ini harus dilakukan 
dengan akta notaris. 
45
 
2) Menurut aturan SEMA No. 6 Tahun 1983 penyempurna SEMA No. 2 
Tahun 1979. 
Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah 
diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA 
No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. Salah satunya adalah 
Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia No 110/HUK/2009 tentang 
Persyaratan Pengangkatan Anak. 
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Berdasarkan pasal 2 meliputi: (1) Pengangkatan anak hanya dapat 
dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta dilakukan 
berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan 
hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. 
(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan yang dianut oleh calon 
anak angkat. (4) Dalam hal ini asal usul anak tidak dikethui maka agama 
anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya 
anak tersebut. (5) Pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh Negara 
asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya dalam 
ayat 2 dari pasal tersebut disebutkan bahwa “Selain prinsip sebagaiamana 
dimaksud pada ayat (1) orag tua angkat wajib memberitahu kepada anak 
angkatnya mengenai asal susl dan orang tua kandungnya dengan 
memperhatikan kesiapan mental anak” 
Terkait dengan calon orang tua angkat dalam pasal 7 Peraturan 
Mentri Sosial Republik Indonesia Noor 110/Huk/2009 disyaratkan: (1) 
Sehat jasmani dan rohani, (2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling 
tinggi 55 tahun (3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat, (4) 
Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 
kejahatan, (5) Berstatus menikah sah paling singkat 5 tahun, (6) Tidak 
merupakan pasangan sejenis, (7) Tidak atau belum mempunyai anak atau 
hanya memiliki satu orang anak, (8) Dalam keadaan mampu secra 
ekonomi dan sosial, (9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari 
orang tua atau wali anak, (10) Membuat persyaratan tertulis bahwa 
pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak serta 
kesejahteraan dan perlindungan anak, (11) Adanya laporan sosial dari 
pekerja sosial setempat, (12) Telah mengasuh calon anak angkat paling 
singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan (13) Memperoleh 
izin Mentri atau Kepala Instansi Sosial propinsi.  
 
3) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak 
Dalam pasal 2 berbunyi pengangkatan anak bertujuan untuk 
kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat 
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Dalam bab III syarat-syarat pengangkatan anak Pasal 13 bahwa 
calon orang tua angkat harus memenuhi syarat sebagi berikut:  
a. Sehat jasmani dan rohani,  
b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, 
c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat,  
d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 
kejahatan,  
e. Berstatus menikah sah paling singkat 5 tahun,  
f. Tidak merupakan pasangan sejenis,  
g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak,  
h. Dalam keadaan mampu secra ekonomi dan sosial,  
i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali 
anak,  
j. Membuat persyaratan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi 
kepentingan terbaik bagi anak serta kesejahteraan dan perlindungan anak,  
k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat,  
l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin 
pengasuhan diberikan, dan  
m. Memperoleh izin Mentri atau Kepala Instansi Sosial propinsi.46 
  
Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan 
masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat 
makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan 
kepastian hukum didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. 
 
4. Kewenangan Peradilan Agama 
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, memang 
belum ada aturan yang tegas membolehkan Pengadilan Agama untuk 
menangani lembaga hukum tersebut. Penjelasan Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 yang secara absolut dan limitative menyebutkan kewenangan 
Pengadilan Agama di bidang perkawinan tidak ditemukan satu pun yang 
menyebutkan lembaga hukum tersebut.  
Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubah Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-
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orang yang beragama Islam dalam bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, 
Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah.47 Kemudian 
penjelasan pasal tersebut, dijelaskan beberapa kewenangan Pengadilan 
Agama dalam bidang perkawinan, antara lain Penetapan Pengangkatan 
Anak.  
Adapun soal hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada 
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sebagiamana yang diatur 
dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama. Oleh karena itu, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 
Tahun 1979 yang merupakan pedoman Pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan 
penetapan/pengesahan pengangkatan anak, adalah bisa dikatakan sebagai 
hukum acara penetapan pengangkatan anak pada Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama. 
Pada pasl 49 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa 
memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama 
Islam. berdasarkan bunyi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pasal  
tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama terhadap 
penetapan pengangangkatan anak dibatasi berdasarkan asas personalitas 
keislaman.   
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 B. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Pengangkatan Anak  
 
Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak 
yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di 
Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, 
baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan maupun peraturan 
perundang-undangan. 
48
 
Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang 
lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan 
memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. 
Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan 
anjuran Allah. Tidak boleh karena ada udang dibalik batu dan hal-hal lainya 
yang mengikat.
49
 
Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak 
mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti 
yang pernah dipraktikan masyarakat jahuliyah, dalam artianya terlepasnya ia 
dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam 
hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan 
menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan 
anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan 
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keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat 
hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya. 
50
 
Menurut istilah ajaran Islam, adopsi atau pengangkatan anak itu disebut 
“Tabanni”. Di jaman jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni 
(adopsi/pengangkatan anak) banyak didapatkan di lembaga bangsa Arab. 
Syari’at Islam yang memerlukan kekuasaan negara umumnya mengandung 
aspek duniawi dan menyangkut kepentingan umum, hukum publik atau hukum 
privat yang bernuansa publik yang meliputi hukum perkawinan, hukum 
kewarisan, hukum zakat, hukum wakaf, dan anak angkat bahkan hukum pidana, 
pengaturan anak angkat sebagai institusi hukum menjadi penting, karena 
memiliki keterkaitan dengan pengalihan tanggungjawab. 
51
 
Pengangkatan Anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan bahasa 
Inggris ”adoption”, mengangkat seorang anak yang berarti ”mengangkat anak 
orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama 
dengan anak kandung”52.  
Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan 
berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut 
menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan 
oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang 
dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa kuno. Di 
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kalangan Bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan 
anak dikenal dengan at-tabbani yang sudah ditradisikan secara turun temurun. 
Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi 
anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya 
(Haritsah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan Zait bin Muhammad. 
Pengangkatan Zaid sebagai anaknya diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum 
Quraisy.
53
 Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa dirinya dengan Zaid 
saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy Putri 
Aminah binti Abdul muthali, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi 
telah menggapnya sebagai anak maka para sahabatpun kemudian memanggilnya 
dengan Zaid bin Muhammad.
54
 
Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, turunlah Surat 
Al-Ahzab (33) Ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak 
dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya 
sebagai anak kandung. Imam Al-Qurtuby menyatakan bahwa kisah di atas 
menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Syariat Islam tidak menjadikan 
pengakatan anak (adopsi) sebagai sebab terjadinya hak waris mewaris, sebab 
adopsi pada hakikatnya tidak dapat mengubah fakta bahwa nasab anak itu bukan 
kepada orang yang  mengadopsinya, tetapi pada orang lain. 
55
 
Ahmad Al-Barid mengatakan bahwa mengambil dan merawat anak yang 
terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib 
hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau 
dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah. Tetapi hukumnya 
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tersebut dapat diubah menjadi fardlu’ain apabila seseorang menemukan anak 
terlantar atau anak terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa 
anak itu. 
56
 
Sejarah hidup Rasulullah sebelum kenabian di atas sampai nabi menikah 
dengan Zainab binti Zahsy, bekas istri anak angkatnya dapat dijadikan justifikasi 
kebolehan kawin dengan bekas anak angkat. Sebenarnya Zaid bin Haritsah 
dengan istrinya Zainab binti Jahsy termasuk orang baik-baik yang taat 
menjalankan perintah Allah SAW. Namun perkawinan mereka tidak 
berlangsung lama karena latar belakang status sosial yang berbeda. Zaid bin 
Haritsah hanyalah seorang bekas budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW 
oleh istrinya Khadijah sementara Zainab binti Jahsy adalah keturunan 
bangsawan. Menyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis maka Zaid bin 
Haritsa meminta izin kepada nabi untuk menceraikan istrinya. Tetapi nabi 
menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Selang beberapa waktu 
Zaid tidak lagi mempertahankan rumah tangganya 
 
2. Ketentuan-ketentuan Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam 
a. Nasab ayah atau ibu (Jika tidak ada ayah) tidak pernah bisa dihapuskan dan 
tidak pula bisa diputuskan. 
 
                               
                                    
                                 
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                            
                  
Artinya: 
“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu 
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. 
dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang 
benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap 
apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja 
oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 
Al-Ahzab: 4-5).
57
 
 
 
b. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan 
anak, al-Qur’an surat al-Maidah ayat 32 : 
 
 
 …             … 
Artinya:    
“… Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka 
seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya…”. (Q.S AL-
Maidah: 32) 
 
c. Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya. Al-Hadits 
: 
 
 َع ُاللَّ ّىهَص هاللَّ َلوسز َعِمَس ُوهنأ ُوْنَع هاللَّ يضز ٍّزَذ يبأ ْنَعَو : ُلُوَقي مههَسو ِوَْيه « سْيَِغن ىَعهدا ٍمُجَز ْنم َسَْين
، زاهننا َنِم ُهَدَعْقَم ُأ هوَبَتينَو ، اهنِم َسَْيَهف ُون َسَْين اَم ىَعهدا ِنَمَو ََسفَك هلاإ ُوَُمهَْعي  َُوىَو ِويبأ  ِسْفُكْنِاب ًلاُجَز اَعَد ْنَمَو
 َك َسَْينَو  هاللَّ هوُدع : َلاق ْوأ ِوَْيهَع َزاَح هلاإ َكنر »)ويهع ٌقفتم( … 
 
Artinya:  
Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw. 
bersabda: "Seseorang yang bernasab (membangsakan) diri kepada selain 
ayahnya, sedangkan ia mengetahui hal itu, kecuali ia telah kafir. Dan 
barangsiapa yang mengakuapa yang tidak ada padanya, maka ia tidaklah 
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termasuk golongan kami dan hendaklah ia menduduki tempat dari neraka”. 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
58
. 
 
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Islam 
Dalam pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam mengatur anak angkat 
menurut Islam. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan 
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih 
tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 
berdasarkan putusan pengadilan . pengadilan tersebut yang dimaksud ialah 
Pengadilan Agama. Pasal 209 ayat (2) juga menyebutkan bahwa anak 
angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 
sepertiga dari harta warisan, bila sudah almarhum (orang tua angkat) tidak 
meninggalkan wasiat untuk anak angkatnya tetapi tidak mendapatkan hak 
waris. 
59
 
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengangkatan anak 
di Pengadilan. Pertama, anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah 
angkatnya, dalam Al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara 
ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak 
mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus 
menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam, antara lain tidak 
dibolehkan melihat aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak 
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menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. 
Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.
60
 
Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara 
orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara 
orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak 
menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam 
Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan 
tanggung jawab, sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan 
nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat 
dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan 
nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. 
61
  
Bagaiamana selanjutnya tentang pelaksanaan perkara penetapan 
permohonan pengangkatan anak yang merupakan kewenangan pengadilan 
agama no perkara perkara Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.SKH  akan di tulis 
dalam bab selanjutnya.  
 
 
 
 
 
 
BAB III 
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TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukoharjo 
1. Sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo 
Pasca perang Jawa (1825-1830) kompeni Belanda makin memperketat 
keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan rakyat Jawa. Kondisi 
masyarakat Jawa semakin miskin mendorong terjadinya tindak kejahatan 
(pidana) di berbagai tempat. Menghadapi hal itu pemerintah kolonial menekan 
raja Surakarta dan Yogyakarta agar menerapkan hukum secara tegas. Salah 
satunya dengan membentuk lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai 
pendukung.  
Di Kasunanan Surakarta dibentuk Pradata Gedhe, yakni pengadilan 
kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. Lembaga ini dipimpin 
oleh Raden Adipati (Patih) di bawah pengawasan Residen Surakarta. Dalam 
pelaksanaannya Pradata Gedhe mengalami kesulitan karena volume perkara 
yang sangat besar. Sunan Pakubuwono dan Residen Surakarta memandang perlu 
melimpahkan sebagian perkara kepada pemerintah daerah. Mereka sepakat 
membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang diberi nama Pradata 
Kabupaten. 
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Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan Residen 
Surakarta Keucheneus membuat perjanjian pembentukan Pradata Kabupaten di 
wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, Sragen dan Larangan. Surat 
perjanjian tersebut disyahkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1874 Staatsblad 
nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian, tertulis sebagai berikut : 
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"Ing Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura lan Sragen, apadene ing 
Kawedanan Larangan kadodokan pangadilan ingaranan Pradata Kabupaten. 
Kawedanan Larangan saikiki kadadekake kabupaten ingaranan Kabupaten 
Sukoharjo". (Di Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura dan Sragen 
dan juga Kawedanan Larangan dibentuk pengadilan yang disebut Pradata 
Kabupaten. Kawedanan Larangan sekarang dijadikan kabupaten dengan 
nama Kabupaten Sukoharjo).
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Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 
No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura 
Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. di 
wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton 
Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c / 1883 M dan pada waktu di 
Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau (K. 
Pengulu Tafsir Anom ke V) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan 
Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X.  
Pada tahun 1962 di Kabupaten/Dati II Sukoharjo berdiri cabang 
Pengadilan Agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama 
Surakarta. Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek 
Masjid Raya Sukoharjo  Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo kemudian awal Pebruari 
2007 boyongan ke gedung baru. Terletak di Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan 
Kota Sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo.
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2. Letak Geografis 
Pengadilan Agama Sukoharjo berlokasi di jalan Rajawali nomor 10 
57513. Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek Masjid 
Raya Sukoharjo  Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo kemudian awal Pebruari 2007 
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boyongan ke gedung baru. Terletak di Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota 
Sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo. Dengan luas tanah 2000 m² 
dan dengan luas gedung 948 m².  
 
3. Kompetensi dan Wilayah Yuridiksi 
Kompetensi atau tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara 
orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, 
Wakaf, Infaq, Shadaqah; dan Ekonomi syariah. 
Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Sukoharjo 
mempunyai fungsi, antara lain sebagi berikut:  
a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memriksa, mengadili 
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 
Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 
Tahun 2009). 
b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 
kepada pejabat struktur dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut 
teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : 
Pasal 53 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. 
KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitra, sekretaris, Panitra 
Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan 
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat 1, 2, 3, 
4 dan 5 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan 
administrasi umum kesekretarisan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor 
KMA/080/VII/2006).  
d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 
Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Vide 
: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). 
e. Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis 
dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 
umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor KMA/080/VII/2006). 
f. Fungsi lainnya, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan 
rukyah dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam 
dan lain-lain (vide: KMA Nomor KMA/080/VII/2006). 
 
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya 
serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 
keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 
keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang 
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang 
Keterbukaan Informasi di Pengadilan.  
Adapun wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II 
Kabupaten Sukoharjo. Terdiri dari 12 Kecamatan 150 Desa 17 Kelurahan, 
yakni: 
a. Kecamatan Weru 13 Desa, 
b. Kecamatan Bulu 12 Desa, 
c. Kecamatan Tawangsari 12 Desa, 
d. Kecamatan Sukoharjo 14 Kelurahan, 
e. Kecamatan Nguter 16 Desa, 
f. Kecamatan Bendosari 13 Desa, 
g. Kecamatan Polokarto 17  Desa,  
h. Kecamatan Mojolaban 14 Desa, 
i. Kecamatan Grogol 14 Desa, 
j. Kecamatan  Baki 14 Desa, 
k. Kecamatan Gatak 14 Desa, 
l. Kecamatan Kartasura 10 Desa 2 Kelurahan.  
 
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukoharjo 
Visi Pengadilan Agama Sukoharjo adalah :”Terwujudnya Peradilan 
Agama Sukoharjo yang berwibawa dengan memberikan pelayanan secara 
sederhana,cepat dan biaya ringan”. 
Misi pengadilan Agama Sukoharjo adalah: 
a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya,serta 
mengayomi masyarakat dengan penuh tanggung jawab. 
b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari 
praktek korupsi,kolusi dan nepotisme. 
c. Membuka akses informasi terhadap proses penanganan perkara dan persiapan 
manajamen modern secara layak. 
d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap 
jalannya peradilan. 
 
5. Struktur Organisasi  
Susunan pengadilan diatur dalam BAB II pasal 6 sampai dengan pasal 48 
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagaimana 
bunyi pasal 6 menetapkan bahwa pengadilan terdiri dari Pengadilan Agama 
sebagai Pengadilan tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai 
Pengadilan Tingkat Banding. Secara vertikal, kekuasaan kehakiman di 
lingkungan Peradilan Agama ini berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai 
Pengadilan Negara Tertinggi. Secara horizontal, susunan Pengadilan Agama 
berkedudukan pada setiap Kotamadya atau Kabupaten. Sedang Pengadilan 
Tinggi Agama berkedudukan pada setiap propinsi.
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Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berarti 
pengadilan ini bertindak menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap 
permohonan atau gugatan pada tahap awal dan paling bawah. Pengadilan 
Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung, memutus, dan 
mengadili pada tahap awal setiap perkara yang diajukan oleh setiap pencari 
keadilan. Jadi, terhadap permohonan atau gugatan perkara yang diajukan 
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keapada pengadilan dalan kedudukan sebagai intansi Pengadilan Tingkat 
pertama, pengadilan harus menerima, memeriksa, dan memutus perkara/ 
permohonan tersebut. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo adalah 
sebagai berikut: 
Ketua Pengadilan Agama         : Drs. Kholis, MH 
Wakil Ketua Pengadilan Agama  : Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M. 
Hakim : 
1. Drs. H. Panut 
2. Dra. Siti Syamsiyah 
3. Ngadimin, S.H. 
4. Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.Si 
5. Drs. Amirudin, S.H 
6. Drs. Ali Widodo 
Panitera    : Drs. H. Muhammad Mansur 
Wakil Panitera   : Muh. Mursid, SH 
Panmud Permohonan  : Umi Basyiroh, S.Ag 
Panmud Gugatan   : Tukino, SH 
Panmud Hukum   : H. Wasalam, S.H 
Panitera Pengganti  :  
1. Akromah 
2. Nur Endang Trimargawati, S.H., M.H. 
3. Ratna Triana, S.H.I 
Jurusita/ Jurusita Pengganti : 
1. Sahrowardi, SH 
2. Juwardi 
3. Ricky Awal Gusranto, A.Md 
Sekretaris     : Slamet Sutadi, S.Ag 
Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan   : Adhi Kurniawan, S.Kom 
Kasubag Kepegawaian Organisasi dan  
Tata Laksana      : Evi Komalasari 
Kasubag Umum dan Keruangan   : Ambang Cahyo W. , SE., M.Si 
Keterangan : 
a. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo bertanggung jawab kepada Panitera 
dan Sekretaris dan mengkoordinasi Hakim. 
b. Panitera bertanggung jawab kepada Wakil Panitera dan mengkoordinasi Panitera 
Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. 
c. Wakil Panitera bertanggung jawab kepada Panmud Permohonan, Panmud 
Gugatan, Panmud Hukum. 
d. Sedangkan Sekretaris bertanggung jawab kepada Kasubag Perencanaan TI dan 
Pelaporan, Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag 
Umum dan Keruangan. 
 
B. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sukoharjo 
1. Administrasi Berpekara di Pengadilan Agama Sukoharjo 
Pada unit kerja kepanitraan terdapat administrasi perkara Pengadilan 
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang menurut keputusan Mahkamah 
Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 menetapkan pola 
pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan. 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang tersusun dalam 
lima bidang, yaitu: pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat 
pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
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a. Pola tentang register perkara 
b. Pola tentang keuangan perkara 
c. Pola tentang laporan perkara 
d. Pola tentang kearsipan perkara. 
 
2. Prosedur Pengangkatan Anak 
a. Cara mengajukan permohonan pengangkatan anak  
1) Pemohon dengan membawa surat permohonan pengangkatan anak 
yang telah ditandatangani dan datang ke Pengadilan Agama 
mengahadap ke Meja 1.  
2) Petugas Meja 1 melakukan pengecekan isi berkas atau syarat-
syaratnya antara lain: 
a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua anak 
kandung (masing-masing bermaterai 6000, cap pos). 
b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)  Pemohon I Pemohon II 
(masing-masing bermaterai 6000, cap pos). 
c) Foto copy Surat Nikah orang tua anak kandung (bermaterai 6000, 
cap pos). 
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d) Foto copy Surat Nikah Pemohon I Pemohon II (bermaterai 6000, 
cap pos). 
e) Foto copy Surat Kelahiran/AKTA Kelahiran anak (bermaterai 
6000, cap pos). 
f) SK. Pekerjaan dan penghasilan Pemohon diketahui oleh Kepala 
Desa (Diketahui atasan bagi PNS). 
g) Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung anak 
kepada Pemohon. 
h) Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial. 
i) Surat keterangan dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus 
Pengangkatan Anak. 
j) Surat Permohonan akan Pengangkatan Anak yang ditujukan 
kepada Ketua pengadilan Agama Sukoharjo. 
k) Membayar Pajak Biaya Perkara di Loket BRI Kantor Pengadilan 
Agama Sukoharjo.  
3) Petugas Meja 1 yang menerima berkas, memeriksa kelengkapan surat-
surat dengan menggunakan daftar periksa (check list) dan meneruskan 
berkas telah diperiksa dan dinyatakan lengkap kepada Panitra Muda. 
4) Panitra Muda memberikan taksiran biaya perkara dalam jumlah uang 
yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa Untuk Membayar 
(SKUM) rangkap 3 (tiga): 
5) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah dilengkapi 
dengan SKUM, diserahkan kepada pemohon atau kuasanya agar 
membayar sejumlah uang sebagaimana tertuang dalam SKUM kepada 
kasir. 
 
a. Pembayaran Panjar Biaya Perkara  
1) Permohonan atau kuasanya datang menghadap kasir untuk membayar 
biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam SKUM. 
2) Kasir kemudian menandatangani dan membubuhkan cap stempel 
lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran.  
3) Kasir kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana 
tersebut dalam SKUM itu ke dalam buku jurnal keuangan perkara.  
4) Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut pekara yang akan 
menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian 
dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat permohonan 
pengangkatan anak. Oleh karena itu disamping cap lunas, kasir juga 
harus menyiapkan stampel nomor dan tanggal perkara, 
5) Kasir mengembalikan berkas kepada pemohon atau kuasanya, dan 
diteruskan kepada petugas Meja II untuk didaftar dalam buku register 
permohonan. 
 
b. Pendaftaran Perkara Pengangkatan Anak dalam Buku Register 
1) Pemohon menyerahkan berkas perkara permohonan pengangkatan 
anak yang telah dibayarkan pajar biaya perkaranya tersebut kepada 
petugas Meja II.  
2) Metugas Meja II membubuhkan nomor perkara pada surat 
permohonan pengangkatan anak sesuai dengan nomor yang diberikan 
oleh kasir, sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II 
membubuhkan paraf. 
3) Petugas Meja II menyerahkan satu berkas surat permohonan 
pengangkatan anak yang telah didaftar itu berikut SKUM lembar 
pertama kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasa hukum 
telah selesai mendaftarkan perkara permohonan pengangkatan anak 
dan tinggal menunggu surat panggilan sidang dari jurusita / jurusita 
pengganti Pengadilan Agama.  
4) Selanjutnya petugas Meja II mendaftarkan perkara itu ke dalam buku 
register induk perkara permohonan sesuai dengan nomor perkara yang 
tercantum dalam SKUM atau surat permohonan. 
5) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak kemudian dimasukan 
dalam map berkas permohonan cetak khusus, dan menyerahkan 
kepada wakil panitra untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan 
Agama, melalui panitra.  
 
c. Penunjukan Majelis Hakim 
1) Majelis hakim yang ditunjuk terdiri dari tiga orang hakim, kecuali 
undang-undang menentukan lain.  
2) Ketua pengadilan Agama membuat surat penetapan dalam waktu tiga 
hari kerja untuk menunjuk majelis hakim yamng akan menyidangkan 
perkara. 
3) Petugas Meja II memcatat penunjukan mejalis hakim, panitra 
pengganti dan jurusita dalam register induk perkara permohonan. 
 d. Penetapan Hari Sidang 
1) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah ditetapkan 
majelis hakimnya, dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang 
(PHS) segera diserahkan kepada ketua majelis dan hakim yang telah 
ditunjuk. 
2) Ketua majelis mempelajari berkas, dan dalam tenggang 7 (tujuh) hari 
kerja sejak berkas diterima, hari sidang telah ditetapkan disertai 
dengan perintah memanggil pemohon untuk hadir di persidangan. 
 
e. Panggilan terhadap Pemohon  
1) Pemanggilan terhadap pemohon pengangkatan anak atau saksi-saksi 
untuk menghadiri sidang dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti. 
2) Pemanggilan terhadap pemohon pengangkatan anak dan beberapa 
saksi yang akan di hadirkan di persidangan, dilakukan dengan tata 
cara pemanggilan sebagaimana dalam acara pemanggilan perkara 
permohonan.  
 
f. Pelaksanaan Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak  
1) Pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak dilakukan 
sebagaimana pemeriksaan perkara permohonan lainya. Perkara harus 
sudah di putus dalam waktu paling lama 6 bulan, jika lebih dari waktu 
6 bulan, maka ketua majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut 
kepada ketua Mahkamah Agung melalui ketua Pengadilan dengan 
menyebutkan alasannya. 
2) Jadwal sidang di Pengadilan Agama harus dimulai dari jam 09.00 
waktu setempat. 
3) Dalam keadaan luar biasa, dimana semua hakim dalam majelis itu 
berhalangan hadir, sidang dapat ditunda pada waktu yang lain. 
4) Apabila jadwal sidang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena 
sesuatu hal, maka sesegera mungkin hal itu harus diumumkan. 
5) Apabila ketua majelis berhalangan untuk bersidang, persidangan tetap 
dibuka oleh hakim anggota yang lebih senior dengan tujuan untuk 
menunda persidangan. Apabila salah seorang hakim anggota yang 
berhalangan dapat digantikan oleh hakim lain yang ditunjuk oleh 
ketua Pengadilan Agama. Penggantian hakim anggota tersebut harus 
dicatat dalam berita acara persidangan. 
6) Ketua majelis/hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan 
pemeriksaan perkara yang di percayakan kepadanya, dan agar supaya 
pemeriksaan berjalan secara teratur, tertib, dan lancar, maka 
dianjurkan sebelum pemeriksaan dimulai, harus mempersiapkan daftar 
pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan di persidangan. Hal ini 
untuk menghindari pertanyaan yang sama antara hakim satu dengan 
hakim yang lain.  
7)  Sebelum memasuki materi perkara, majelis hakim berupaya 
memberikan pengertian dan pemahaman kepada calon orang tua 
angkat tentang hak dan kewajiban dari akibat perbuatan hukum 
pengangkatan anak.  
8) Ketua majelis hakim atau pemohon/kuasa membacakan surat 
permohonan pengangkatan anak, dan memperjelas maksud dan 
pengertian dalil-dalil permohonan pemohon dengan mengajukan 
beberapa pertanyaan. 
9) Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan 
beberpa alat bukti, menghadirkan beberapa orang saksi dan alat bukti 
lainnya.  
10) Majelis hakim memeriksa bukti-bukti, mengambil sumpah dan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi yang diajukan oleh 
pemohon tersebut. 
11) Majelis hakim mempersilahkan kepada pemohon untuk menyusun dan 
menyampaikan kesimpulan jalannya persidangan.  
 
g. Berita Acara Persidangan 
1) Ketua majelis hakim bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran 
berita acara persidangan dan sudah menandatanganinya sebelum 
sidang berikutnya dimulai.  
2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim dan 
panitera pengganti sehubungan dengan isi dan redaksi berita acara 
persidangan, maka yang dijadikan dasar adalah pendapat majelis 
hakim. 
3) Panitera pengganti yang ikut bersidang wajib membuat berita acara 
persidangan yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, 
yaitu mengenai susunan majelis hakim yang bersidang, siapa-siapa 
yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan 
lengkap dan jelas. Berita acara persidangan harus sudah siap untuk 
ditandatangani sebelum sidang berikutnya.  
4) Pada waktu musyawarah, semua berita acara persidangan harus sudah 
diketik dan ditandatangani sehingga dapat dipakai sebagai bahan 
musyawarah oleh majelis hakim yang bersangkutan. 
5) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Panitra pengganti 
dapat mengikuti rapat permusyawaratan hakim apabila dipandang 
perlu dan mendapat persetujuan oleh majelis hakim. 
6) Hasil musyawarah majelis hakim kemudian dirumuskan dalam sebuah 
penetapan sebagai produk hukum pengangkatan anak yang akan 
dikemukakan dalam tulisan berikut.  
 
 
 
BAB IV 
DATA DAN ANALISA 
 
A. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Skh 
Permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan 
Agama Sukoharjo dalam 1 (satu) tahun terakhir ini berjumlah 3 kasus 
perkara pengangkatan anak. Dari jumlah tersebut, penulis mengambil satu 
penetapan untuk dijadikan penelitian di karenakan dalam Penetapan Nomor 
47/Pdt.P/2016/PA.Skh tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih memiliki 
hubungan keluarga dengan si anak yaitu kakek dan nenek nya calon anak 
angkat. Di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga memiliki 3 orang 
anak, serta dalam penetapan tersebut juga disebutkan kurangnya syarat-
syarat sebagai calon orang tua angkat dari Pemohon I dan II. 
 
1. Dalam Duduk Perkara  
Sihino bin Marno Diharjo, sebagai Pemohon I dan Wagiyem binti 
Wongso Tinoyo, sebagai Pemohon II, berdasarkan surat permohonannya 
tanggal 26 April 2016 yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama 
Sukoharjo mengajukan hal-hal sebagai berikut:
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a. Pemohon I dan pemohon II adalah sepasang suami istri yang menikah 
pada tahun 1996, setelah menikah hidup rukun, dan selama perkawinan 
tersebut 19 tahun 7 bulan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:  
1) Ayuk Putri Permatasari (perempuan, umur 19 tahun) 
2) Intan Putri Ambarwati (perempuan, umur 8 tahun kelas 2 SD) 
3) Guntur Putra Panjalu (laki-laki, umur 1 bulan) 
b. Bahwa seorang ibu yang bernama Ayuk Putri Permatasari binti Sihono 
pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2016 telah melahirkan seorang 
anak laki-laki yang bernama Agam Fathul Halim bin Ayuk Putri 
Permatasari. 
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 Lihat Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 47/Pdt.P/2016/PA.Skh, tanggal 19 Mei 
2016, dalam Duduk Perkaranya (Lampiran). 
c. Karena itu para Pemohon atas kesepakatan bersama hendak mengangkat 
anak yang lahir pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2016 yang bernama 
Agam Fathul Halim binti Ayuk Putri Permatasari.  
d. Bahwa ibu kandung anak tersebut (Ayuk Putri Permatasari binti Sihono) 
dalam keadaan ekonomi yang belum mampu karena belum bekerja 
sehingga belum mampu untuk menanggung beban biaya hidup serta 
untuk merawat anaknya tersebut. 
e. Bahwa telah terjadi kesepakatan serta disetujui bersama penyerahan anak 
dari orang tua kandung (Ayuk Putri Permatasari binti Sihono) kepada 
Para Pemohon (berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Kelurahan 
Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dan ditanda 
tangani oleh Ibu kandung, Para Pemohon serta saksi-saksi) di Kantor 
Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 
f. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu 
adanya orang tua angkat menggantikan orang tua kandung guna 
mengasuh dan mendidik anak tersebut. 
g. Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridho ALLAH SWT, 
para Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut 
dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat. 
h. Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan 
mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dengan 
penuh rasa cinta kasih dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung 
terhadap anak kandungnya sendiri dan untuk kepentingan pengaturan hak 
waris atas harta Para Pemohon akan mengikuti ketentuan hukum Islam 
yang berlaku di Indonesia. 
i. Bahwa agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian 
hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua 
angkat maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. 
j. Pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II 
datang menghadap sendiri di persidangan. Kemudian dibacakan 
permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh 
Pemohon, 
k. Selanjutnya untuk meneguhkan permohonan tersebut Pemohon telah 
mengajukan alat bukti surat dan saksi berupa: bukti P. 1 sampai P. 5 dan 
2 orang saksi. 
 
2. Dalam Pertimbangan Hukumnya 
a. Menurut majelis permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang 
beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sesuai 
dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang 
perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama. 
b. Majelis telah mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon tentang 
pengangkatan anak yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II 
adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1996 sampai sekarang sudah 
19 tahun 7 bulan sudah mempunyai 3 orang anak, namun dengan keadaan 
ekonomi yang belum mampu karena belum bekerja orang tua kandung 
anak angkat atas nama Ayuk Putri Permatasari bin Sihono telah sepakat 
dan sebagai pihak yang hendak menyerahkan anaknya kepada Pemohon I 
dan Pemohon II. Dan menyatakan tidak keberatan anaknya diangkat oleh 
Pemohon I dan Pemohon II.  
c. Alasan tersebut telah dibenarkan oleh orang tua kandung anak tersebut, 
kemudian dikuatkan oleh bukti P.1 sampai dengan bukti P.5. bukti P.a 
telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan 
yang sah, bukti P.2 dan P.3 telah membuktikan foto copy sah KTP atas 
nama Pemohon I dan Pemohon II penduduk warga kabupaten Sukoharjo, 
dengan demikian Pengadilan berwenang untuk memeriksa permohonan 
para Pemohon tersebut (vide Pasal 118 Ayat 1) HIR. Selajutnya P.4 
berdasarkan foto copy sah KTP atas nama Ayuk Putri Permatasari, 
membuktikan sebagai pihak yang hendak menyerahkan anaknya kepada 
Pemohon I dan Pemohon II. Dan P.5 telah membuktikan bahwa berupa 
fotocopi kutipan Kelahiran atas nama Agam Fatrul Halim binti Ayuk 
Putri Permatasari nomor 3311-LU-15032016-0046 tertanggal  15 Maret 
2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Sukoharjo, membuktikan anak yang akan diserahkan 
kepada Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti P.5  dan alat 
bukti lain berupa keterangan 2 orang saksi tersebut di buktikan bahwa 
anak tersebut adalah anak kandung dari Ayuk Putri Permatasi.  Bahwa 
keterangan 2 orang saksi para Pemohon mengenai posita angka 4, 5, 6 
dan 7 adalah fakta yang  dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri 
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh 
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga 
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 
diterima sebagai alat bukti, bahwa berdasarkan  keterangan para Pemohon 
yang dikuatkan  dengan saksi-saksinya di dalam persidangan, maka 
terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu 
untuk memelihara dan membiayai  hidup serta pendidikan  dari sejak bayi 
dan sekarang berumur 3 bulan seorang anak bernama Agam Fathul Halim 
binti Ayuk Putri Permatasari. 
d. Dalam pertimbangan hukum, majelis telah mengetengahkan doktrin 
hukum yang tersebut dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 pengangkatan anak 
dalam Islam sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan 
biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dsb dari orang tua asal kepada 
orang tua angkat, akan tetapi tidak memutuskan  hubungan atau 
mengubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, sehingga 
karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya. 
Dan dengan doktrin tersebut majelis berpedoman dan berpendapat, 
perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, 
pengawasan, dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua 
angkat.   
e. Akhirnya majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta pengangkatan 
anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat apabila 
kedua belah pihak keluarga yakni pihak para Pemohon dan pihak orang 
tua anak yang akan diangkat telah sama-sama ikhlas dan setuju atas 
pengangkatan anak dengan tidak memutuskan hubungan nasab antara 
anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka pengangkatan atas anak 
tersebut dapat dibenarkan  karena saling tolong-menolong antara sesama 
manusia dalam kebaikan sangat dianjurkan dalam Agama Islam. Dan 
dalam perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
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 Kemudian mejelis menjatuhkan 
penetapan yang amarnya menyatakan sah pengangkatan anak yang 
dilakukan Pemohon I (Sihono bin Marno Diharjo) dan Pemohon II 
(Wagiyem binti Wongso Tinoyo) terhadap seorang anak laki-laki yang 
bernama Agam Fathul Halim bin Ayuk Putri Permatasari.
69
  
 
3. Penetapan Hakim 
a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;   
b. Menetapkan Pengangkatan Anak yang diasuh oleh Pemohon I ( 
Sihono  bin Marno Diharjo ) dan Pemohon II ( Wagiyem binti Wongso 
Tinoyo ) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Agam Fathul 
Halim bin Ayuk Putri Permatasari adalah sah menurut Hukum;   
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 Lihat Kembali Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 47/Pdt.P/2016/PA.Skh, tanggal 
19 Mei 2016, dalam Pertimbangan Hukumnya. 
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 Lihat amar Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 47/Pdt.P/2016/PA.Skh, tanggal 19 
Mei 2016,  
c. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga 
kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (du ratus empat puluh satu 
ribu rupiah);    
  
B. Hasil Analisis  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs. H. Muhammad 
Syafi, SH, MH Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada tangga 10 Maret 
2017 di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo, dijelaskan bahwa perkara 
permohonan pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Agama 
Sukoharjo dalam 1 tahun terakhir ini hanya ada 3 (tiga) perkara permohonan 
pengangkatan anak, namun dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 
satu putusan saja yaitu Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Skh.
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Sudah peneliti jelaskan di poin A tentang isi dari putusan Nomor 
47/Pdt.P/2016/Pa.Skh, maka dari hasil putusan di atas timbul pertanyaan, 
Mengapa hakim mengabulkan perkara permohonan pengangkatan anak pada 
penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Skh? Mengapa hakim mengabaikan 
Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan pasal 7 
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009. dalam 
pertimbangan hukumnya. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis 
penetapan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo perkara Nomor 
47/Pdt.P/2016/Pa.Skh dengan tinjauan yuridis. Karena di dalam putusan 
tersebut syarat-syarat calon orang tua angkat atau Pemohon belum sesuai 
                                                     
70
 Muhammad Syafi, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara tentang Pengangkatan 
Anak dalam  3 Tahun terakhir, Sukoharjo, 10 Maret 2017.  
dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, No. 110/HUK/2009 
tentang Persyaratan Pengangakatan Anak, Pasal 7 dan Peraturan Pemerintah 
RI Nomor 54 Tahun 2007.  
Terkait dengan calon orang tua angkat dalam Peraturan Menteri 
Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 dan Peraturan Pemerintah 
RI Nomor 54 Tahun 2007, pasal 13, disyaratkan: (1) Sehat jasmani dan 
rohani, (2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun (3) 
Beragama sama dengan agama calon anak angkat, (4) Berkelakuan baik dan 
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, (5) Berstatus 
menikah sah paling singkat 5 tahun, (6) Tidak merupakan pasangan sejenis, 
(7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, 
(8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, (9) Memperoleh 
persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak, (10) 
Membuat persyaratan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi 
kepentingan terbaik bagi anak serta kesejahteraan dan perlindungan anak, 
(11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, (12) Telah 
mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan 
diberikan, dan (13) Memperoleh izin Mentri atau Kepala Instansi Sosial 
propinsi. 
Menimbang bahwa melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan 
anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 
Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa di dalam penetapan 
tersebut di atas menyatakan bahwa syarat-syarat calon orang tua untuk dapat 
mengangkat seorang anak, di aturan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah RI 
No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. lalu pasal 7 
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 huruf g 
yang berbunyi “Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu 
orang anak”. Karena dikhawatirkan tidak mendapatkan hak dan kewajiban 
sebagai anak angkat yang menjadi tanggung jawabkan oleh Pemohon atau 
calon orang tua angkat. Di dalam penetapan tersebut calon orang tua atau 
pemohon sudah mempunyai 3 orang anak salah satunya adalah orang tua 
kandung anak yang akan di angkat. Usia anak dari Pemohon tersebut sudah 
disebutkan di dalam putusan bahwa anak dari pemohon masih di bawah 
umur, yang masih sangat membutuhkan perhatian lebih dari orang tuanya. 
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
BAB III tentang Hak dan Kewajiban Anak, di sebutkan pasal 4 bahwa Setiap 
anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekeran dan diskriminasi. Kewajiban dan 
Tanggung Jawab pada BAB IV bagian  kelurga dan orang tua pasal 26 
bahwa (ayat 1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 
 
Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap ank 
ditindaklanjuti dengan ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anakpada tanggal 
3 Oktober 2007. Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan 
ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.  
Pengangkatan Anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan 
dianjuarkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk 
kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum 
Islam. Permohonan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) 
yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan 
kewenangan Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah. Adapun prosedur 
permohonan dan pemeriksaannya harus berpedoman pada hal-hal sebagai 
berikut
71
:   
a. Permohonan pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam 
diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah dalam 
wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal (berada). 
Permohonan tersebut bersifat voluntair. 
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 Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Syafi, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo, dilengkapi dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi 
REvisi 2013. 
b. Prosedur permohonan pemeriksaan pengangkatan anak harus 
berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, 
Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005. 
c. Permohonan tersebut di atas dapat dikabulkan jika terbukti memenuhi 
syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 
SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 
Tahun 2005.  
d. Amar penetapan pengangkatan anak sebagaimana di atas berbunyi: 
“Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon 
bernama … bin/binti …, alamat …., terhadap anak bernama … bin/binti, 
…, umur …”.  
 
Salinan penetapan pengangkatan anak tersebut dikirim kepada 
Kementrian Sosial, Kementerian Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, 
Kementrian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, 
Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI. 
Dari pedoman dasar hukum pengangkatan di atas dapat penulis 
uraikan bahwa hakim Pengadilan Agama Sukoharjo mengabulkan perkara 
permohonan pengangkatan anak tersebut dengan pertimbangan. Fakta 
tersebut oleh hakim telah diberikan pertimbangan yang sebetulnya dalam 
kerangka berfikir merupakan proses deduktif dari peraturan perundang-
undangan mengenai pengangkatan anak diterapkan kepada perkara tersebut. 
Fakta yang dipertimbangakan oleh hakim di persidangan meliputi: 1) Niat 
Pemohon untuk mengangkat anak, 2) Kehidupan pemohon secara ekonomi 
mampu, 3) Anak tidak diketahui ayahnya (karena ibunya hamil diluar 
nikah), 4) Ibu kandung akan bekerja di luar negeri dan anak tersebut 
membutuhkan orang yang bisa merawatnya. 5) Agar anak memiliki 
kepastian hukum.  
Penilaian hakim terhadap Pemohon yaitu 1) Pemohon sebagai calon 
orang tua angkat, 2) Keinginan Pemohon untuk mengangkat anak, 3) Sudah 
ada penyerahan secara formil dari ibu kandung kepada Pemohon, 4) 
Walaupun Pemohon belum memenuhi syarat menurut pasal 13 Peraturan 
Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 
Lalu Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, No. 
110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Penetapan ini 
dikabulkan tentunya dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek. 
Sebagai perkara volunter tentu bersifat sepihak, yaitu pemohon. Oleh 
karena itu menurut Drs. H. Muhammad Syafi, SH, MH, Hakim Pengadilan 
Agama Sukoharjo. Mengingat bahwa Peraturan Pemerintah bersifat Reahlen 
(mengatur) tentang ketertiban pengangkatan anak. Sedangkan hakim 
mempunyai wewenang membuat hukum baru, dimana hakim mempunyai 
pertimbangan sendiri. Sehingga hakim memberikan keadilan kepada para 
pemohon tersebut.  
Jadi jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah  dalam hal 
syarat-syarat khususnya dalam poin g yang berbunyi “Tidak atau belum 
mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak” menyebutkan bahwa 
menurut hakim ini tidak melanggar kontralefem, karna Peraturan Pemerintah 
tersebut bukan merupakan hukum acara yang mengatur jalannya 
persidangan. Sehingga majelis hakim bisa berbeda pendapat dengan 
Peraturan Pemerintah no 54 Tahun 2007. Karna Peraturan Pemerintah 
tersebut mengatur tentang hukum Materiil hukum tentang kejadiaan yang riil 
yang ada pada pihak pemohon, yang kedua bahwa pertimbangan lainya 
dalam permohonan ini, hakim sudah mengkaji secara formalistik, bahwa 
anak yang di angkat tidak lain cucunya sendiri dan ibu kandung anak adalah 
anak kandung para pemohon, hal lain ibu kandung tersebut bertatus hamil 
diluar nikah, sehingga hakim perlu menggali ketentuan hukum, karena orang 
tua anak tersebut sudah tidak mampu untuk mengasuh dan akan bekerja di 
luar negeri.
72
 
Dalam hal ini  hakim tidak menginginkan kalau nantinya 
menganggap ada kekosongan hukum dalam penetapan ini. Karena orang tua 
(ibu kandung) pergi ke luar negeri dan ayah biologis tidak diketahui. Tentu 
saja dalam hal perwalian anak tersebut harus mendapatkan pengganti. Hakim 
bersifat pasif, menerima perkara dan perkara ini tidak untuk menutupi status 
ibu kandung yang hamil tidak diketahui ayah biologisnya anak yang akan di 
angkat oleh kakek dan neneknya tersebut.  
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 Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Syafi, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo, dilengkapi dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi 
REvisi 2013. 
Secara kronologis dan sistematis fakta dan unsur-unsur normatif 
yang menjadi dasar bagi hakim mengabulkan permohonan pengangkatan 
anak dalam perkara ini untuk lebih jelasnya di dalam penetapan juga di 
jelaskan yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim memutus perkara 
tersebut, karena hal ini akan menjadi permasalahan bagi orang awam dan 
bisa juga sebagai gambaran mengenai hal-hal yang penting untuk dipahami 
tentang persyaratan calon orang tua angkat anak dalam perkara 
pengangkatan anak.  
Namun alasan hakim mengabulkan permohonanan tersebut, yang 
tidak tertulis di penetapan, yang pertama adalah hanya semata-mata untuk 
kepentingan anak, supaya mendapatkan perlindungan hukum, karena ayah 
kandung tidak ada, sehingga keputusan tersebut tetap tidak melanggar 
undang-undang. Hakim juga sudah menjelaskan saat persidangan, 
bahwasannya walaupun tidak melakukan permohonan pengangkatan anak, 
anak yang menjadi calon anak angkat akan tetap menjadi cucu dan ahli 
warisnya, tetapi karena ingin menjamin kehidupan masa depan anaknya 
kelak, kedua supaya anak nantinya tidak merasa malu dengan teman-
temannya, karena selama ini anak masih ikut dengan ibu kandungnya yang 
tidak menikah.  
Inilah alasan para Pemohon untuk mengajukan permohonan 
pengangkatan anak, dan ibu kandungnya juga akan bekerja menjadi TKW di 
luar negeri, sehingga nanti jika anaknya dalam urusan pendidikan dan 
sebagainya, ibunya tidak bisa menjadi wali, otomatis akan menjadi tanggung 
jawab orang tua angkatnya.
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Dalam permohonan pengangkatan anak ini hakim mengabulkan 
penetapan tersebut, dengan mempertimbangkan hukum pengangkatan anak 
seperti Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 
Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 
SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 
2005. 
Hakim melihat tujuan dari pengangkatan anak ini agar anak bisa 
mendapatkan perlindungan hukum, merawat dan mendidik anak, karena apa 
yang sudah disebutkan di alenia sebelumnya bahwa ibu kandung calon anak 
angkat akan bekerja di luar negeri, dan status ibu kandung anak angkat tidak 
menikah (hamil diluar nikah). Untuk memperkuat alasan hakim juga 
memeriksa saksi yang dibawa oleh Pemohon sebagai alat bukti, memang 
benar para Pemohon  keluarga dengan ekonominya cukup mampu untuk 
memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan cucunya (calon anak angkat). 
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Maka dengan alasan tersebut hakim tetap mengabulkan permohonan 
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 Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Syafi, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo, dilengkapi dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi 
REvisi 2013. 
pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan calon 
anak angkat.  
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, memang 
belum ada aturan yang tegas membolehkan Pengadilan Agama untuk 
menangani masalah pengangkatan anak tersebut. Penjelasan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 yang secara absolut menyebutkan kewenangan 
Pengadilan Agama di bidang perkawinan tidak ditemukan satu pun yang 
menyebutkan lembaga hukum pengangkatan anak tersebut. Tetapi, 
kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam yang untuk sementara dipandang 
sebagai hukum materiil Islam, istilah anak angkat secara tegas disebut. 
Dengan alasan ini lah ada beberapa Pengadilan Agama yang secara diam-
diam menangani permohonan pengangkatan anak versi Islam.  
Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam dalam bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, 
Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah.75 Kemudian 
penjelasan pasal tersebut, dijelaskan beberapa kewenangan Pengadilan 
Agama dalam bidang perkawinan, antara lain Penetapan Pengangkatan 
Anak.  
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 Lihat Undang-undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Adapun soal hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada 
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sebagiamana yang diatur 
dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama. Oleh karena itu, surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 
Tahun 1979 yang merupakan pedoman Pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan 
penetapan/pengesahan pengangkatan anak, adalah bisa dikatakan sebagai 
hukum acara penetapan pengangkatan anak pada Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama. 
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 
1983 secara umum berisi ketentuan mengenai pemeriksaan permohonan 
pengesahan/ pengangkatan anak, dimana ketentuannya meliputi syarat dan 
bentuk surat permohonan, isi surat permohonan, syarat-syarat bagi perbuatan 
pengangkatan anak antar sama-sama Warga Negara Indonesia, anak Warga 
Negara Asing dengan orang tua angkat Warga Negara Indonesia dan anak 
Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada bulan Agustus 
2017, perkara pengangkatan anak dalam peraturan yang berlaku, tidak ada 
halangan bagi seorang kakek dan nenek untuk mengangkat cucu kandungnya 
sebagai anak angkat. Salah satu prinsip pengangkatan anak adalah untuk 
kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab 
nafkah demi kelangsungan dan kesejahteraan anak, jika dihubungkan dengan 
perkara penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/Pa.Skh. Sesungguhnya tanpa 
penetapan tersebut para pihak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah 
kepada cucu mereka, karena pada faktanya anak tersebut adalah hasil dari 
hamil di luar nikah dan tidak diketahui ayahnya. Ibu kandung si anak juga 
tidak mampu untuk membiayainya dan ibunya akan bekerja di luar negeri.  
2. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang hukum Materiil hukum 
tentang kejadiaan yang riil yang ada pada pihak pemohon, selanjutnya bahwa 
pertimbangan lainnya dalam permohonan ini, hakim sudah mengkaji secara 
formalistik, bahwa anak yang di angkat tidak lain cucunya sendiri dan ibu 
kandung anak adalah anak kandung para pemohon, hal lain ibu kandung 
tersebut bertatus hamil diluar nikah, sehingga hakim perlu menggali 
ketentuan hukum, karena orang tua anak tersebut sudah tidak mampu untuk 
mengasuh dan akan bekerja di luar negeri. Alasan yang tidak tertulis di 
penetapan, yang pertama adalah hanya semata-mata untuk kepentingan anak, 
supaya mendapatkan perlindungan hukum, karena ayah kandung tidak ada, 
sehingga keputusan tersebut tetap tidak melanggar undang-undang. Hakim 
juga sudah menjelaskan saat persidangan. Mengingat bahwa Peraturan 
Pemerintah bersifat Reahlen (mengatur) tentang ketertiban pengangkatan 
anak. Sedangkan hakim mempunyai wewenang membuat hukum baru, 
dimana hakim mempunyai pertimbangan sendiri. Sehingga hakim 
memberikan keadilan kepada para pemohon tersebut. 
  
B. SARAN 
1. Perkara pengangkatan anak dalam kasus cucu calon anak angkat sebaiknya 
tidak dikabulkan dalam persidangan karena dikhawatirkan akan 
menimbulkan kesalfahaman dalam keluarga.  
2. Dari putusan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pengangkatan anak 
melalui penetapan hakim Nomor: 47/Pdt.P/2016/Pa.Skh, dengan demikian 
fokus kajian adalah melakukan studi normatie mengenai pelaksanaan 
pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan sebagai obyek atau materi 
penelitian dan fakta atau data yang diperoleh melalui bahan hukum primer 
ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bekerjanya hukum 
pengangkatn anak di Indonesia, khusus yang terjadi pada masyarakat Jawa 
pada umumnya. Digunakan kata “pelaksanaan” menunjukkan fokus kajian 
pada penelitian ini ingin melihat aspek implementasi pengangkatan anak 
pada aspek normatifnya saja, dan digunakan kata “melalui penetapan hakim” 
menjelaskan bahwa ruang lingkup penelitian ini hanya studi terhadap 
penetapan hakim  Nomor: 47/Pdt.P/2016/Pa.Skh.  
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara 
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan 
penetapan perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh : 
Pemohon l, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, 
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat 
Kampung Ngentak RT.02 RW.05, Kelurahan Bulakrejo, 
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sebagai 
Pemohon I;  
Pemohon ll, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kampung 
Ngentak RT.02 RW.05, Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan 
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sebagai Pemohon II;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;  
DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 
26 April 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo 
dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.SKH telah mengemukakan 
hal-hal sebagai berikut:  
1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, 
Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 13 September 1996 (Kutipan Akta 
Nikah Nomor : 352/45/IX/1996 tertanggal 13 bulan September tahun 1996) 
dengan status Jejaka dan Perawan; 
2. Bahwa selama pernikahan 19 tahun 7 bulan, Para Pemohon telah hidup 
rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang 
bernama: 
a. Anak 1 (perempuan : umur 19 tahun); 
b. Anak 2 (perempuan : umur 8 tahun) kelas 2 SD; 
c. Anak 3 (laki-laki : umur 1 bulan); 
3. Bahwa seorang ibu yang bernama anak l binti pemohon l pada tanggal 20 
bulan Februari tahun 2016 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang 
bernama AFH bin Anak l; 
4. Bahwa Para Pemohon atas kesepakatan bersama hendak mengangkat 
anak yang lahir pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2016 yang bernama 
AFH bin Anak l sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 
: 3313-LU-15032016-0046 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo; 
5. Bahwa ibu kandung anak tersebut (Anak l binti Pemohon l) dalam keadaan 
ekonomi yang belum mampu karena belum bekerja sehingga belum mampu 
untuk menanggung beban biaya hidup serta untuk merawat anaknya 
tersebut; 
6. Bahwa pada tanggal 14 bulan April tahun 2016, telah terjadi kesepakatan 
serta disetujui bersama penyerahan anak dari orang tua kandung (Anak l 
binti Pemohon l) kepada Para Pemohon (berdasarkan surat keterangan dari 
Pemerintah Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 
Sukoharjo dan ditanda tangani oleh Ibu kandung, Para Pemohon serta 
saksi-saksi) di Kantor Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, 
Kabupaten Sukoharjo; 
7. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu 
adanya orang tua angkat menggantikan orang tua kandung guna mengasuh 
dan mendidik anak tersebut; 
8. Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridho ALLAH SWT, 
Para Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut 
dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat; 
9. Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan 
mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dengan 
penuh rasa cinta kasih dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung 
terhadap anak kandungnya sendiri; 
10. Bahwa untuk kepentingan pengaturan hak waris atas harta Para Pemohon 
akan mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia; 
11. Bahwa agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum 
dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat 
maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; 
Berdasarkan hal-hal/ dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada 
Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera 
memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang 
amarnya berbunyi : 
PRIMER : 
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon 
terhadap anak laki-laki yang bernama AFH bin Anak l, umur 1 bulan; 
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 
SUBSIDER : 
Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya; 
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, 
para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan 
nasehat terkait dengan permohonan para Pemohon tersebut berdasarkan 
hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada 
permohonannya; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat 
permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah 
mengajukan alat bukti  berupa: 
A. Surat: 
a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II 
Nomor 352/45/IX/1996  tertanggal 13 September 1996 yang dikeluarkan 
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 
Sukoharjo, yang telah bermaterai cukup, yang telah bermaterai cukup, 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim dan diberi 
tanda (P.1); 
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 
3311043006740003, tertanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang telah bermaterai cukup, 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim dan diberi 
tanda (P.2); 
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 
3311046905750002, tertanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang telah bermaterai cukup, 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim dan diberi 
tanda (P.3); 
d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak l, telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim dan diberi tanda (P. 4); 
e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AFH binti Anak l nomor : 
3311-LU-15032016-0046 tertanggal  15 Maret 2016 yang dikeluarkan 
oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sukoharjo, yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan 
aslinya oleh Ketua Majelis Hakim dan diberi tanda (P.5); 
B. Saksi: 
1. Saksi l, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di 
Gawangan Rt.01 Rw.03, Desa Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo,Kabupaten 
Sukoharjo, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang 
pada pokoknya adalah sebagai berikut ; 
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena adalah 
atasan Pemohon I; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1996 dan 
sudah dikaruniai 3 orang anak; 
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak 
dari anak kandungnya yang bernama Anak l  binti Pemohon lyang 
sudah diasuh sejak bayi dan sekarang berumur 3 bulan; 
- Bahwa Pemohon l bekerja sebagai Karyawan Swasta sedangkan 
Pemohon II sebagai Pedagang dan gaji keduanya cukup dan mampu  
untuk merawat dan menghidupi anak yang diasuhnya; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan taat beribadah 
serta punya akhlak yang baik; 
2. Saksi ll, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di 
Ngentak Rt.01 Rw.05, Desa Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 
Sukoharjo, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang 
pada pokoknya adalah sebagai berikut ; 
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi 
adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1996 dan 
sudah dikaruniai 3 orang anak; 
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak 
dari anak kandungnya yang bernama Anak l  binti Pemohon i yang 
sudah diasuh sejak bayi dan sekarang berumur 3 bulan; 
- Bahwa Pemohon l bekerja sebagai Karyawan Swasta sedangkan 
Pemohon II sebagai Pedagang dan gaji keduanya cukup dan mampu  
untuk merawat dan menghidupi anak yang diasuhnya; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkela kuan baik dan taat 
beribadah serta punya akhlak yang baik; 
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan 
kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala 
yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari penetapan ini;  
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan 
Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; 
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama 
sesuai dengan ketentuan  pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang “Peradilan Agama”;  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan Pemohon I dan 
Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan  di atas ;  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah 
memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada 
permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Pemohon di dalam sidang telah mengajukan alat bukti 
tulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan  P.5 serta dua orang saksi. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa foto copy sah 
Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta otentik, oleh karenanya harus 
dinyatakan  terbukti menurut hukum  bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II  
telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 September 1996; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3  yang berupa foto copy 
sah KTP atas nama  Pemohon I dan Pemohon II penduduk warga Kabupaten 
Sukoharjo, dengan demikian Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk 
memeriksa permohonan para Pemohon tersebut (vide Pasal 118 ayat 1 ) HIR; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa foto copy sah KTP 
atas nama Anak l, membuktikan sebagai pihak yang hendak menyerahkan 
anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti P.4 
tersebut dapat dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta 
Kelahiran atas nama AFH binti Anak l nomor : 3311-LU-15032016-0046 
tertanggal  15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, membuktikan anak yang akan 
diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti P.5 
tersebut dapat dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dikuatkan dengan 
keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, terbukti bahwa anak tersebut  adalah 
anak kandung dari Anak l; 
Menimbang, bahwa untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari 
orang tua asal anak tersebut dalam hal ini di dalam persidangan terbukti bahwa 
orang tua anak tersebut menyatakan tidak keberatan anaknya diangkat anak 
oleh Pemohon I dan Pemohon II; 
Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi para Pemohon mengenai 
posita angka 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang  dilihat sendiri/didengar 
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh 
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat 
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. 
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 
diterima sebagai alat bukti; 
Menimbang, bahwa berdasarkan  keterangan para Pemohon yang 
dikuatkan  dengan saksi-saksinya di dalam persidangan, maka terbukti bahwa 
Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang maupu untuk memelihara dan 
membiayai  hidup serta pendidikan  seorang anak bernama AFH binti Anak l; 
Menimbang, bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan 
tujuan untuk memelihara kepentingan anak; 
Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Islam sebenarnya hanya 
peralihan tanggung jawab pemeliharaan  biaya hidup, pendidikan, bimbingan 
agama dsb dari orang tua asal kepada orang tua angkat, akan tetapi tidak 
memutuskan  hubungan atau mengubah nasab antara anak angkat dengan 
orang tua asal, sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada 
orang tua kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al Qur’an 
Surat Al Ahzab ayat 4 yang berbunyi ;  
ليبسلا ىدهي مه و قحلا لوقي اللهو مكهاوفاب مكلوق مكلذ مكءانبا مكءايع دا لعج امو 
Artinya: 
“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan mu 
dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia 
menunjukkan jalan yang benar” ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diatas, Majelis berpendapat apabila kedua belah pihak keluarga yakni pihak 
para Pemohon dan pihak orang tua anak yang akan diangkat telah sama-sama 
ikhlas dan setuju atas pengangkatan anak dengan tidak memutuskan 
hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka 
pengangkatan atas anak tersebut dapat dibenarkan  karena saling tolong-
menolong antara sesama manusia dalam kebaikan sangat dianjurkan dalam 
Agama Islam, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur’an Surat 
Al Maidah ayat 2 yang berbunyi ;  
ناودعلاو مثلاا ىلع اونو اعت لاو ىوقتلاو ربلا ىلع اونو اعتو 
 
Artinya : “Dan tolong-menolonglah diantara kamu dalam keabaikan dan taqwa 
dan jangan tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan“ ; 
  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan  Pemohon dapat dikabulkan ; 
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, 
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 
perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; 
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  
MENETAPKAN 
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;   
 2. Menetapkan Pengangkatan Anak yang diasuh oleh Pemohon I dan 
Pemohon II terhadap seorang anak laki-laki yang bernama AFH bin Anak l 
adalah sah menurut Hukum;   
 3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga 
kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (du ratus empat puluh satu ribu 
rupiah);   
 
Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 
Majelis Hakim  yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 
Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya’ban 1437  Hijriyah, oleh Ketua 
Majelis,  Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan 
tanggal 12 Sya’ban 1437  Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan 
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta 
dihadiri oleh Pemohon;  
 
Hakim Anggota 
 
 
Ttd. 
 
 
Hakim Anggota 
 
 
Ttd. 
 
 
Ketua Majelis, 
 
 
Ttd. 
 
 
 
  
Panitera Pengganti, 
 
Ttd. 
 
 
 
Rincian Biaya Perkara : 
1. Pendaftaran                                                : Rp   30.000,- 
2. Biaya Proses                                              : Rp   50.000,- 
3. Panggilan                                                    : Rp. 70.000,- 
4. Redaksi                                                       : Rp    5.000,- 
5. Meterai                                                        : Rp    6.000,- 
   Jumlah                                                           Rp.241.000,- 
 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)  
 
 
Untuk salinan yang sama bunyinya, 
Oleh: 
PANITERA 
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO 
 
 
 
 
Catatan:  
- Bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal  ……............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR PERTANYAAN 
UNTUK HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO 
 
1. Ada berapa banyak perkara yang di ajukan di Pengadilan Agama Sukoharjo 
tentang perkara pengangkatan anak dalam 1 tahun ini? 
2. Bagaimana prosedur permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama 
Sukoharjo? 
3. Apa saja syarat-syarat pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sukoharjo? 
4. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak yang merupakan kewenangan 
Pengadilan Agama tersebut? 
5. Peraturan perundang-undang apa saja yang menjadi dasar atau sebagai landasan 
dalam menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak? 
6. Apakah Pengadilan Agama Sukoharjo sudah menerapkan pelaksanaan 
permohonan pengangkatan anak menurut Undang-undang dan Peraturan 
Pemerintah? 
 
  
 
 
       Surakarta, 14 Februari 2017 
 
          Ravika Sulistyaningrum 
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